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Abstrak : Akta yang dibuat secara notariil menurut undang-undang mempunyai sifat, 
bahasa, bentuk, bagian dan teknik pembuatan yang spesifik atau khusus. Akta Notaris 
juga merupakan salah satu alat bukti tertulis sebagaimana yang tercantum dalam 
KUHPerdata Pasal 1866. Indonesia Notary Community memanfaatkan kemajuan 
teknologi barcode dengan menyimpan dan membaca informasi secara digital mengenai 
akta yang dibuat oleh Notaris antara lain mengenai judul akta dan nomor akta sehingga 
akan diketahui keaslian dari sebuah akta yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini 
menunjukkan dalam penggunaan sistem barcode dengan tujuan sebagai pengamanan 
akta Notaris haruslah amanah dan digunakan untuk kepentingan yang baik yaitu untuk 
pihak yang berkepentingan dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk jasa 
pelayanan Notaris terhadap masyarakat agar akta Notaris tersimpan dengan aman dan 
tidak dapat dipalsukan oleh pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan. 
Kata Kunci : Barcode, Pengamanan, Akta Notaris 
Abstract : According to the law notarial deed has specific or special technique, language, form and 
section. Notarial deed is also one of the written evidence as stated in the Civil Code Article 1866. 
Indonesia Notary Community utilizes barcode technology advancements to checking the authenticity of 
a deed namely by storing and reading information digitally about deed made by the Notary Public 
regarding the deed’s title and deed’s number. This research shows that the use of a barcode system with 
the aim of securing a notarial deed must be mandated and used for good purposes namely for interested 
parties and this is a form of Notary services to the public so that the notarial deed is kept safe and 
cannot be misused by those who want to abuse. 
Keywords : Barcode, Security, Notarial Deed 
PENDAHULUAN 
Teknologi barcode digunakan dalam profesi hukum oleh Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum Online (selanjutnya disebut DITJEN AHU Online) 
untuk kepentingan Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) Badan Hukum seperti 
SK Perseroan Terbatas, SK Yayasan dan sertifikat Fidusia. Barcode pada lembaran SK 
badan hukum tersebut apabila dibuka akan tertera informasi yang berkaitan dengan 
badan hukum tersebut sesuai yang tercetak di lembaran SK. 
Indonesia Notary Community memanfaatkan kemajuan teknologi barcode tersebut 
untuk mempermudah pengecekan keaslian sebuah akta yaitu dengan menyimpan dan 
membaca informasi mengenai akta yang dibuat oleh Notaris yang terdiri atas judul akta, 
nomor akta dan sebagainya sehingga akan diketahui keaslian dari sebuah akta. Notaris 
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dapat membuka informasi akta yang telah dibuatnya dengan memindai barcode yang 
akan terhubung ke internet dan informasi akta yang bersankgutan akan terlihat dan 
terinci sesuai dengan akta yang tertulis di atas kertas. Barcode ini kemudian dicetak di 
lembar akta tersebut sehingga akan terlihat keaslian sebuah akta. Meskipun belum 
diatur penggunaan sistem barcode dalam rangka pengamanan akta Notaris ini tidak 
bertentangan dengan UUJN. Sama halnya dengan penggunaan cap stempel nama 
Notaris dan kedudukan atau alamat Notaris di setiap halaman akta Notaris yang tidak 
ada ketentuannya di dalam UUJN dimana Pasal 38 UUJN mengatur ketentuan apa saja 
yang terdapat dalam awal akta, badan akta dan akhir akta tidak menentukan mengenai 
cap stempel tersebut. 
Teknologi barcode dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pencegahan untuk 
meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta otentik agar tidak terjadi 
lagi dalam kehidupan masyarakat, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan tidak ada 
yang dirugikan dan apa yang tertera dalam sebuah akta dapat terlaksana dengan 
sebenar-benarnya. Salah satu contoh terhadap pentingnya penggunaan barcode terhadap 
keaslian akta otentik dari notaris adalah, sebagai contoh, terdapat sebuah kasus 
pemalsuan akta yakni akta pendirian Yayasan Perguruan W oleh PA dan Notaris SM 
di Jakarta Utara. Kasus ini diusut oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum 
Kepolisian Daerah Metro Jaya sejak 7 Maret 2010, dengan pelapor atas nama Sudarno 
Wahyudin selaku koordinator Yayasan Perguruan W, dengan nomor laporan polisi 
LP/171/III/2010/Bareskrim. 
Yayasan Perguruan W adalah pengelola Perguruan W yang terbentuk sejak 
tahun 1963 dimana perguruan tersebut adalah sebuah lembaga pendidikan formal 
swasta nasional yang terletak di kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi 
Riau. Perguruan W terdiri dari beberapa tingkat pendidikan yaitu mulai dari pendidikan 
TK, SD, SMP dan SMA. Perguruan W adalah lembaga pendidikan tertua dan terbesar 
di Kabupaten Rokan Hilir dengan siswa-siswanya yang tidak sedikit berasal dari warga 
keturunan Tionghoa yang tinggal di Bagansiapiapi dan sekitarnya. 
Permasalahan terjadi ketika S menjabat sebagai koordinator Perguruan W pada 
tahun 2008. Permasalahan yang terjadi adalah permasalahan internal mengenai 
pemindahan kepemilikan perguruan secara paksa oleh PA dari S, namun S menolak. S 
kemudian meninggal pada tanggal 24 Juli 2010. PA meminta kepada Notaris SM untuk 
membuat akta baru yaitu Akta Nomor 77 tahun 2008 tentang Pendirian Yayasan 
Perguruan W seolah-olah menjadikan PA adalah pemilik perguruan tersebut. 
 
METODE PENELITIAN 
Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. 
Metode penelitian ini adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 
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logika keilmuan hukum dari sisi normatif, yaitu dengan pendekatan berdasarkan 
undang-undang yang berlaku, beberapa teori dan literatur yang diterapkan ke 
permasalahan yang dibahas. 
Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan terdiri dari statute approach, 
conceptual approach dan futuristic approach. Statute Approach adalah pendekatan masalah 
yang mengkaji undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan rumusan-rumusan 
masalah penulisan ini yaitu diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi 
Elektronik. Sedangkan pendekatan secara conceptual approach melalui pendapat praktisi, 
pakar hukum dan sarjana. Yang terakhir adalah futuristic approach yang memiliki 
pandangan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman 
yang mencakup bentuk kegiatan hukum atau tindakan melawan hukum yang baru akan 
ada di masa depan. Pendekatan ini dimulai oleh Sunaryati Hartono.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Teknologi barcode telah digunakan dalam profesi hukum oleh Direktorat 
Jenderal Administrasi Hukum Umum Online (selanjutnya disebut DITJEN AHU 
Online) beberapa diantaranya untuk Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) Badan 
Hukum seperti SK Perseroan Terbatas, SK Yayasan dan sertifikat Fidusia. Apabila 
barcode di sebuah lembaran SK badan hukum tersebut dibuka akan keluar informasi 
badan hukum tersebut sesuai yang tercetak di lembaran SK. 
Indonesia Notary Community memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 
dengan menggunakan teknologi barcode untuk mempermudah dalam memeriksa 
keaslian sebuah akta. Teknologi tersebut digunakan untuk menyimpan dan membaca 
informasi mengenai akta yang dibuat oleh Notaris yang terdiri atas judul akta, nomor 
akta dan sebagainya. Notaris dapat membuka info akta yang telah dibuatnya dengan 
memindai barcode yang akan terhubung dengan internet dan informasi akta yang sudah 
dibuatnya akan terlihat dan terinci sesuai dengan akta yang tertulis di atas kertas. Barcode 
ini kemudian dicetak di lembar akta tersebut sehingga akan terlihat keaslian sebuah 
akta. Meskipun belum diatur, penggunaan sistem barcode dalam rangka pengamanan 
akta Notaris ini tidak bertentangan dengan UUJN. Sama halnya dengan penggunaan 
cap stempel nama Notaris dan kedudukan atau alamat di setiap halaman akta Notaris 
yang tidak ada ketentuannya di dalam UUJN dimana Pasal 38 UUJN yang mengatur 
mengenai apa saja yang terdapat dalam awal akta, badan akta dan akhir akta tidak 
menentukan mengenai cap stempel tersebut. 
Teknologi diharapkan dapat membantu mengurangi tindak pidana pemalsuan 
surat terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris sehingga tidak terjadi lagi dalam 
kehidupan masyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan dan apa yang tertera dalam 
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sebuah akta dapat terlaksana dengan sebenar-benarnya. Indonesia Notary Community 
memanfaatkan kemajuan teknologi barcode dalam penyimpanan akta Notaris secara 
digital yang mempermudah pengecekan keaslian sebuah akta. Ketentuan mengenai 
penggunaan barcode tersebut belum diatur sehingga tidak termasuk dalam ketetapan 
peraturan Pasal 38 UUJN. Penyimpanan akta Notaris secara digital ini didukung dengan 
beberapa tingkat keamanan diantaranya kartu identitas seorang Notaris yaitu kartu 
Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yang terintegrasi dengan layanan 
Administrasi Hukum Umum dan sistem YAP Bank Negara Indonesia, yang tentunya 
data tersebut hanya diketahui oleh Notaris yang bersangkutan dan organisasi INI, 
selanjutnya adalah nomor akta dan tanggal akta yang hanya diketahui pula oleh Notaris 
yang bersangkutan. Tidak dapat dipungkiri tindak pidana pemalsuan akta Notaris 
sering terjadi, salah satu contohnya adalah kasus pemalsuan pendirian akta Yayasan 
Perguruan W di Jakarta Utara yang sebelumnya sudah diuraikan pada bab satu. 
Teknologi saat ini secara pesat mengubah cara hidup masyarakat dimana batas 
ruang dan waktu sudah tidak menjadi kendala besar. Internet telah membawa dampak 
signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, tidak terkecuali 
pada profesi Notaris. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika juga 
bukan hanya mampu menciptakan masyarakat global, namun secara materi mampu 
mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat sehingga tanpa disadari 
komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan yaitu kehidupan 
masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya (cybercommunity). Masyarakat nyata 
adalah sebuah kehidupan masyarakat yang secara indrawi dapat dirasakan sebagai 
kehidupan nyata dimana hubungan sosial sesama anggota masyarakat dibangun melalui 
pengindraan. Secara nyata kehidupan masyarakat manusia dapat disaksikan 
sebagaimana apa adanya. Sedangkan kehidupan kehidupan masyarakat maya adalah 
sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung di indra 
melalui pengindraan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah 
realitas.1 
Ditinjau dari sudut pembentukan hukum bahwa sebuah instrumen hukum 
yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
merupakan bentuk dari formalisasi dinamika yang sudah berjalan dalam masyarakat. 
Dengan kata lain hukum yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi dewasa ini merupakan cerminan dari dinamika dari 
masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan pandangan pendekatan futuristik yang 
memandang hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman, mencakup bentuk 
kegiatan hukum maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.2 
                                                             
 
1 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, Prenada Media Group, Jakarta, 2007. 
 
2 Hikmahanto Juwono, Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan 
PEmbentukan RUU, Makalah pada Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah, Bogor, 2006, 
hlm. 3 
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Hal ini juga dapat dikatakan sebagai temuan hukum yaitu sebuah reaksi terhadap 
situasi-situasi probematikal yang berkaitan dengan pertanyaan, konflik atau sengekta-
sengketa hukum. 
Dengan kata lain penggunaan teknologi barcode dalam rangka pengamanan akta 
Notaris walaupun belum diatur di dalam UUJN tidak bertentangan, sebab dengan 
adanya teknologi tersebut akan memudahkan dan lebih aman karena dalam proses 
penyimpanan aktanya secara digital, sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana 
pemalsuan akta, mengurangi resiko hilang, rusak dan lebih memberi kepastian hukum 
kepada pihak yang terkait. Didukung dengan teori hukum yang digunakan dalam 
penulisan ini yaitu teori kemanfaatan yang berpandangan bahwa hukum memiliki 
tujuan untuk mencapai kemanfaatan serta terjaminnya kebahagiaan bagi sebanyak-
banyaknya orang. Dengan kata lain suatu kebijakan atau tindakan yang baik dari segi 
etis adalah kebijakan yang memiliki manfaat yang paling besar bagi banyak orang atau 
sebaliknya yaitu membawa akibat yang merugikan sekecil mungkin bagi sedikit orang. 
Teori ini berpendapat bahwa kita seharusnya bertindak untuk membawa sebanyak 
mungkin manfaat, seperti rasa bahagia atau rasa nikmat bagi tiap orang yang 
terpengaruh oleh tindakan kita. Teknologi barcode tentu akan membawa banyak 
manfaat untuk masyarakat. 
Sebagai sebuah perbandingan ialah penggunaan cap stempel nama Notaris dan 
kedudukan atau alamat Notaris di setiap halaman akta Notaris yang tidak ada 
ketentuannya di dalam UUJN, dimana ketentuan Pasal 38 UUJN mengenai apa saja 
yang terdapat dalam awal akta, badan akta dan akhir akta tidak mengatur tentang cap 
stempel tersebut. Penggunaan cap stempel tidak bertentangan karena tidak 
menimbulkan kerugian meskipun belum terdapat dasar hukumnya. Hal tersebut juga 
berlaku untuk penggunaan barcode yang memudahkan dan membantu kinerja Notaris 
dalam penyimpanan akta Notaris secara digital, sehingga akta Notaris sebagai informasi 
elektronik kemungkinan untuk dipalsukan sangat kecil karena terdapat informasi-
informasi konkrit yang hanya Notaris yang mengetahuinya. 
Berdasarkan uraian di atas tanggung jawab Notaris dalam penggunaan sistem 
barcode dalam rangka pengamanan akta Notaris haruslah amanah dan digunakan untuk 
kepentingan yang baik yaitu tidak merugikan pihak yang berkaitan, dimana hal tersebut 
termasuk sebagai tanggung jawab moral. Hal ini merupakan bentuk jasa pelayanan 
Notaris terhadap masyarakat agar akta nya disimpan dengan aman secara digital dan 
tidak dapat dipalsukan oleh pihak lain. Notaris juga harus bertanggung jawab secara 
perdata atas akta yang dibuatnya dengan membuat akta sesuai prosedur pembuatan 
sehingga menghasilkan akta yang berkualitas. Notaris juga harus bertanggung jawab 
berdasarkan UUJN dan KEN dimana ketentuan-ketentuan normatif tersebut 
mengatur Notaris agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan formalitas yang 
sudah gariskan dan berhati-hati atas segala tindakannya. 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 
Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 seyogianya menambahkan pengaturan yang 
tegas mengenai penggunaan sistem barcode dalam rangka pengamanan akta Notaris 
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sehingga memiliki dasar hukum dan akan timbul suatu kepastian hukum. Teori 
kepastian hukum yaitu suatu keadaan yang pasti, ketetapan atau ketentuan. Kepastian 
hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.3  
Terdapatnya aturan dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum. 
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Dalam artiannya 
adalah sama dengan tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir), logis dan menjadi 
suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan 
konflik norma. 4 
Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang tetap, jelas, 
konsisten dan konsekuen yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan subjektif. 
Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral namun secara faktual 
mencirikan hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang 
berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 
berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan 
kepastian hukum adalah bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian 
hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan 
ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori 
kepastian hukum nilai yang ingin dicapai merupakan nilai keadilan dan kebahagiaan.5 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dibuat 
suatu kesimpulan, yaitu: 
a. Penggunaan sistem barcode dalam rangka pengamanan akta Notaris tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, walaupun ketentuan 
Pasal 38 tidak mengatur mengenai penggunaan barcode di akta Notaris. Sebagai 
pembandingnya adalah penggunaan cap stempel yang tetap dilakukan oleh 
Notaris yang terdapat dalam setiap lembar akta yang tidak memiliki dasar 
hukum pada Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
                                                             
 
3 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, 
Yogyakarta, 2010, hlm. 59. 
 
4 C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit,  Kamus 
Istilah Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385 
 
5 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, 
Jakarta, 2002, hlm. 95 
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b. Tanggung jawab Notaris dalam penggunaan barcode dalam rangka pengamanan 
akta Notaris harus didasarkan pada tanggung jawab secara moral, perdata, 
UUJN dan KEN sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1 angka 1 UUJN jo 
Pasal 15 UUJN, Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 UUJN dan Pasal 3 KEN. 
 
SARAN 
Saran yang dapat dinyatakan berkaitan dengan hal tersebut, adalah: 
a. Notaris diharapkan siap dalam penerapan penyimpanan akta Notaris secara 
digital menggunakan teknologi barcode untuk mengamankan akta Notaris, 
mempercepat serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang 
memerlukan jasa Notaris. 
b. Pemerintah diharapkan membuat aturan hukum secara tegas terkait 
penggunaan teknologi barcode untuk penyimpanan akta Notaris yang tentunya 
lebih menimbulkan kepastian hukum. 
c. Notaris seyogianya tetap menyimpan akta Notaris secara digital sebagai 
dokumen cadangan untuk meminimalisir resiko pemalsuan, rusak, hilang 
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